
GUBBRNUR SUMATERA UTARA

Menimbang

Mengingat

DERA11'RA GUBEru{UR SU AIERA I'fARA
o oR 50 TAHUI{ 2010

TEiTIAI{G

PEI{'A3ARA'{ PENXAT{@UMIIAWABAII PEI.AICIATIAA]I AIIGGARAII PEIIDAPATAT{ DAT{ BELAII'A DAERAH TAHU AI{GOIRAII 2OO!I

DEIIGAII RAHIIAT TUHAT{ YAT{G IIAHA BSA

GUBERI{UR. SUMAICRA I'TARA,

: a, bahwa untrk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Entang Pertanggungjawaban Pelakanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ArEgaran 2009 perlu ditetapkan Peratjran Gubemur SumaEra Utara tentang
Penjabaran Perbnggunglawaban Pelakanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai rincian
lebih lanjut dari Pertanggungiawaban Pelakanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Entang
PenJabaran Perbnggunglawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

: 1, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Prcplnsi Sumabra Utara (l€mbaran Negara Rerubllk Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan lembaran
Negara Repubik hdonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Entang Pajak Buml dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 68, Tambahan t€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);
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3. Undang-Undang Nomot 28 Tahun 2009 bntang Pajak Daerah dan Reuibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5(H9);

4. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (l€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana blah dlubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang lGuangan t{€gara (l€mbaran Negara Republlk Indonesla Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 bntang Pe$endaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran NegEra Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2(XH Entang PembenUkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republlk
Indonesia Tahun 2fiX Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaE Republik Indonesia Nomor 4389) ;

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20(H tentang Pemerilcaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab lcuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indon6ia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slstem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesta omor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20(X tentang Pemerintahan Daenh (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2(xH Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor /1437) sebagaimana blah beberapa kall diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20M enbng
Pemerintahan Daerah (|"€mbaran Negara Republik Indonesla Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negan Republik
Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2{n4 tentang Perlmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan FEmerintahan Dae€h
(l"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ]1438);



12. Peratrran Pemerintah Nomor 2l Tahun 1950 tenta3ng Pembenfukan Daerah Prcping (lembaran Negara Republik Indongia
Tahun 1950 Nomor 59);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesla Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2UX tentang lcdudukan Pncbkoler dan KeuarEan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2flX Nomor 90, Tambahan l€mbaran Negara Repuutk
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana blah beberapa kali diubah Erakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2007
Entang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang lcdudukan Protokoler dan Keuangan

Pimplnan dan Anggota Dairan Penryakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4Z
Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan lcuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republlk
Indon6ia Tahun 2005 Nomo|l8, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Al(lntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesla
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4503);

17. Peraumn Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (l€mbaran Negara Republik Indone$a Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

18. PeraUJran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan l.embalan Negara Republik Indonesla Nomor 4575);

19, PerabJran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Entang Sis€m Informasl lcuangan Daerah (lembaran Negara Repblik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republlk hdonesia Nomor 4575);

20. Peraturan PemerinBh Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

21. Peratjran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 1,10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



22. Peraturan Petnetlntah Nomor 65 Tahun 2005 tenlng p"Ooman Penpsunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia l,l,omor 4585);

23. Peraturan Pemedntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemedntahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4s93);

24. Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2006 bntang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Insbnsi Pemerlntah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 1614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Perryelenggaran Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan

lcterangan Pertanggungdawaban Kepala Daerah kepada Dovan Perwaldlan Raklat Daerah, dan Inbrmasi laporan
Fenyehnggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran NegEra Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,

Tambahan l€rnbaran Negara Republlk Indonesia Nonrcr 4693);

26, lGpuhFan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Mman pelaksanaan Pengadaan Barang0asa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan lembaran Negara Republik hdonesia Nomor 4330) sebagaimana

telah diubah beberapa kali teEkhlr dengan Peraturan Pr€sllen Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan lctuJuh /rtas

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangDasa PefiErintah;

27. Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Ferafuran Menterl Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006;

28, Peraturan Menteri Dahm Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Perabjran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

29, Perauran Menterl Dalam Nege.i Nomor 65 Tahun 2007 tentang Moman Evaluasi Rancangan Peratjran Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelakanaan Angg6ran Pendapatan dan Belanja Daenh dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanla Daerah;
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Entang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampalan;

31, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 20$) tentang Anggaran Pendapatan dan Behnia Daerah Prorlnsl Sumatera t tara Tahun

2010 (Lembaran Daerah Provlnsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor l);
32.Perauran Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tab f€da Sekretariat Daerah dan Seketariat Dewan PeMakllan

Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Pro/lnsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan lembaran
Daerah Nomor 7);

33,Pera$ran Daerah Nom$ 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata lcrja Dinas-Dlnas Daerah Provinsi Sumatera Utara

(tembann Daerah Pro/insl Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nornor 8);

34.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tenhng Organisasi dan Tata K€rja lembaga Teknis Daerah Pro,insl Sumatera utara
(tembaran Daerah Provinsl Surnatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Prwinsi Sumatera Utara Nomor
e);

35. Peraturan Daerah Nornor 2 Tahun 2010 tentang Pertanggunglawaban Pelalcanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Prcvlnsi Sumabra Utara Tahun 2010 Nornor);

36. Perauran Gubemur Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belania Drerah Prwinsi Sumatera

Utara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Prodnsl Sumabra Utara Tahun 2009 Nomor 33);



Menetapkan

ETIIUTUSKA :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEN]AEARAN PERTANGGUIIGIAWABAN PEI.AKSANMN ANGGAMN PENDAPATAI{ DAN BELAN]A

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009,

Pa6al 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Behnja Daerah Tahun Anggaran 20ff) sebagBi bertkut :

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain{ain Ferldapabn png Sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung

1). Belanja Pegawai

2). Belanja Bunga

3). Belanja Subsidi

4). Belanja Hibah

5). Belanja Bantuan Sosial

6). Belanja Bagi Hasil

7). Belanja Bantuan Keuangan

8). Belanja Tidak Terduga

Iumlah Belanja Tidak Langsung

Rp. 3.212.558.700.105120

Rp. 2.0 16. 073.324.08 1,20

Rp. 1. 167 .565.492.247,00

Rp. 28.919.883.777,00

646.246.722.774,00

34.L7L.687,00

0,00

125.559.525.000,00

215.176.8t7.267,0A

656.050.047.CI27,32

420.526.785.414,40

2.600.000.000,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 2.066.194.069.l:69172



b. Belanja Langsung

1). Belanja Pegawai

3). Belanja Modal

Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja

Surplus/Defisit

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

7

Rp. t6L.2I4.214.660,00

Rp. 704.337.451.723,00

2). Belanja Barang dan Jasa Rp. 512.815.2#.769,00

Jumlah Pembiayaan iletto
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp. 610.590.95t.927,74

Rp. 32.137.914.296,93

Ro. 1.378.366.513.152,00

Rp. 3.444.560.582 .321,72

(Rp. 232.001.882.216,52)

Rp. 578.453.O37.630,81
Rp. 346.451,155.414.29
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Pasel 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagairEna dlmaksud dalam Pasal 1 Ercanhrm dalam tamplran I yEng merupakan bagian yang
Udak terdsahkan dad Perau,ran Gubemur inl.

Pasal 3

Rlngkasan laporan realisasi anggafttn sebagEimana dlmaksud dalam Pasal I dirind lebih lanJut ke dalam penjabaran laporan r€alisasl

anggaran.

Pcd4

Penjabaran laporan r€allsasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercanum dalam lamplran U yang nErupakan bagian ]6ng
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.



pasal 5

Peraturan Gubernur inl muhl berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setap oEng meng€tahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berib Daerah

Prwinsi grmatera Ljtara

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 26 \vtl's \oto

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN
Diundangkan di Medan .

Pada tan-ggal Ab Olusl'r 2ao

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2O1O NOMOR 
'O


